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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 
Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh dari uraian terhadap 

permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang Pengangkatan 

Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa akibat hukum yang timbul akibat pengangkatan anak Warga 

Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (intercountry adoption) adalah : 

a. Status Kewarganegaraan 

b. Wali Nikah  

c. Kewarisan    

Dan perlindungan hukum atas hak anak angkat Negara dan pemerintah 

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap 

anak tanpa membedakan suku, agama, ras,  golongan, jenis kelamin, etnis budaya 

dan bahasa, status  hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau 

mental. Selain itu Negara dan  pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung 

jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap  kegiatan dimaksud. 

B. Saran 

Pada akhir pembahasan ini, saya memberikan saran yang dapat digunakan 

pertimbangan untuk langkah selanjutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan 

dari pemerintah sangat penting, pemerintah harus lebih aktif dalam 

mensosialisasikan peraturan-peraturannya sabagai upaya pencegahan pelanggaran 
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hak-hak anak dan karena tanpa peran masyarakat dan pemerintah maka tujuan 

untuk melindungi dan mensejahterakan hak-hak anak tidak akan berjalan dengan 

semestinya. partisipasi masyakat menjadi hal paling penting karena bila 

mayarakat acuh tak acuh maka upaya untuk melindungi hak-hak anak ini dirasa 

mustahil untuk terwujud, maka masyarakat memiliki tanggung jawab moral demi 

mendukung keberhasilan dalam melindungi anak yang merupakan salah satu 

tujuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan, diharapkan warga masyarakat 

lebih peka terhadap anak disekitar lingkungan mereka yang mungkin tidak 

diperlakukan secara semestinya oleh wali mereka agar kejadian semacam 

penelantaran anak dan eksploitasi terhadap anak dapat dicegah dan dikurangi. 
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